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ABSTRAK

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia harus dilaksanakan secara
kolektif sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang
penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian praktik ibadah haji
tidak hanya terikat oleh aturan-aturan fikih saja, tetapi juga terikat oleh
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di dalam Undang-
undang nomor 13 tahun 2008 pasal 5, mewajibkan para calon jamaah
haji untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan
ibadah haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran. Namun
dalam perkembangannya, Kementerian Agama Republik Indonesia
telah mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait dana talangan
haji yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013
tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPSBPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik
secara langsung maupun tidak langsung. Alasan dilarangkannya dana
talangan haji tersebut adalah faktor penyebab antrean haji menjadi
panjang dan melanggar syarat wajib haji yaitu mampu (istita’ah).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research) yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan masalah yang
penulis gunakan adalah pendekatan normatif. Yaitu mengkaji terlebih
dahulu tentang peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 pasal
6A tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji
kemudian dibahas menggunakan maqgasid as-syari’ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan dana talangan
haji yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama melarang adanya
dana talangan: haji, haik ‘secara ‘langsung. maupun- tidak langsung itu
dengan alasan menumpuknya antrean yang panjang-dan. menyalahi
aturan syarat wajib. haji yaitu mampu (istiza’ah). Pelarangan dana
talangan haji_perlu dikaji kembali, karena dana talangan haji sendiri
mempunyai banyak manfaat. Dari seqgi maqasid as-syari’ah, adanya
dana talangan haji menimbulkan manfaat dalam setiap aspek magasid,
yaitu memelihara harta (Aifz al-mal), memelihara jiwa (hifz an-nafs)
dan memelihara agama (4ifz ad-din). Ketiga aspek tersebut mempunyai
manfaat tersendiri dalam setiap aspeknya, yang bertujuan untuk
membantu calon jamaah haji menyempurnakan rukun Islam yang
kelima. Maka demi tercapainya kemaslahatan, pelarangan dana
talangan haji perlu dipertimbangkan kembali.

Kata kunci : pembiayaan, talangan haji, hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

%;léf Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif < B tidak dilambangkan
< Ba' B Be
) Ta' AN Te
& Sa' S es titik atas
z Jim J Je
z Ha' H} ha titik di bawah
d Kha' Kh ka dan ha
3 Dal D De
5 Zal -t 1ISLARAIC U zet titik di atas
> Q1= JANRK A er
) Zai | JZ ,L,M v/ Zet
v s’ Es
g Syin Sy es dan ye
0P Sad S es titik di bawah
R Dad D} de titik di bawah
b Ta' T te titik di bawah
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b z7a' Z{ zet titik di bawah
¢ '‘Ayn koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G Ge
< Fa' F Ef
é Qaf Q Qi
4] Kaf K Ka
J Lam p El
? Mim M Em
o Niin N En
9 Waw W We
0 Ha' H Ha
s Hamzah Apostrof
S Ya Y Ye
I1. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:
(pailaia ditulis muta‘aqqidin

Bl ditulis ‘iddah
1. Ta' marbitah diakhirkata.
1. Bila dimatikan, ditulis h:
e ditulis hibah

L ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat
dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:
Al deas  ditulis ni'matullah

Jhdll 38 jditulis zakatul-fit}ri



IV. Vokal pendek
___ (fathah) ditulisa contoh <= ditulis d}araba
__ (kasrah) ditulis i contoh et ditulis fahima
___ (dammah) ditulis u contoh &8 ditulis kutiba

V. Vokal panjang:
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
Llala ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif maqstr, ditulis a (garis di atas)
g ditulis yas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
iz ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis @i (dengan garis di atas)

Uasd ditulis furiid

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + ya mati, ditulis ai

aShy ditulis bainakum
2. fathah + wau mati, ditulis au
SEATE ditulis gaul

VII. Vokal-vokal' pendek 'yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

dengan apostrof.

] ditulis a'antum
e ditulis u‘iddat
aS cal ditulis la'in syakartum



VIII. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

ol Al ditulis al-Qur'an
ol ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf gamariyah.
i ditulis al-syams
slandl ditulis al-sama’

IX. Huruf besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan

Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan
untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri
yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut
penulisannya

RS NERY ditulis zawi al-furiid

Al Jal ditulis ahl al-sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah  hukum Islam, haji ialah sengaja
mengadakan perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan
ibadah tawaf, sa’i, wuquf di Arafah dan manasik haji
dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencapai
ridho-Nya." Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam
yang mempunyai karakteristik yang khusus, berbeda
dengan rukun Islam yang lainnya, karena apabila dilihat
dari satu sisi, haji merupakan ibadah mahdah berupa
kewajiban yang dilakukan secara individual, tetapi dalam
pelaksanaannya di Indonesia harus dilaksanakan secara
kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian praktik ibadah haji tidak hanya
terikat oleh aturan-aturan fikih saja, tetapi juga terikat oleh
peraturan perundang-undangan yang mengatur
perjalanannya.

Ibadah haji. merupakan rukun islam kelima.? yang
wajib dilaksanakan & oleh setiap» orang’ Islam yang

memenehui syarat istita‘ah (mampu), baik secara finansial,

!As-Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968),
him. 20.

Imam Syaukani, Manajemen Pelayanan Haiji di Indonesia (Jakarta:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), him. 1.



fisik, maupun mental. Kewajiban ibadah haji juga terdapat
dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 27 :
o oSh e U5 e g V) 35k bl 1 3 03
Nidjam dan Hanan menjelaskan, terdapat enam unsur
pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus
diperhatikan:
1. Calon haji
2. Pembiayaan
3. Kelengkapan administratif
4. Sarana transportasi
5. Hubungan bilateral antarnegara
6. Organisasi pelaksana
Enam unsur tersebut saling berkelindan satu sama lain,
di mana keenamnya mempersyaratkan jaminan dalam
penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan:
pertama, jamaah haji yang telah terdaftar sah dan
memenuhi Syarat dapat diberangkatkan ke Arab Saudi;
kedua, seluruh jamaah haji yang telah berada di-tanah suci
dapat memenuhi akomodasi, konsumsidan transportasi;
ketiga, seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci

dapat menjalankan ibadah wukuf di Arafah dan rukun haji

*Al-Hajj (22): 27.



lainnya; dan manajemen ibadah haji tidak mampu
memberikan kepuasan prima kepada calon haji.*

Pemerintah Saudi (PHU) melalui Pusat Komunikasi
Internasional merilis data penyelenggaraan Haji 2018.
Total jemaah haji dari seluruh dunia yang datang ke Tanah
Suci tercatat 2.371.675 orang. Angka itu terdiri dari
612.953 jamaah Saudi dan 1.758.711 jamaah non-Saudi.
Untuk kategori jenis kelamin, terdiri dari 1.327.127 jamaah
laki-laki dan 1.044.548 jeamaah perempuan. Demikian rilis
yang diterima Media Center Haji (MCH).

Jamaah haji yang berasal dari Gulf Cooperation
Council (GCC) atau negara di kawasan Teluk sebanyak
34.140 orang, negara-negara Arab 395.410, Afrika 166.083
orang, Eropa 88.601, Amerika dan Australia 24.992 serta
Asia (termasuk Indonesia) 1.049.496 orang. Indonesia
sendiri pada tahun ini mengirimkan 203.351 jemaah.

Berdasarkan kategori moda transportasi yang
digunakan ke tanah suci, sebanyak 1.656.936 jamaah
menggunakan pesawat terbang, 85.623 menggunakan jalur
darat dan sisanya 16.163 jemaah menggunakan jalur laut.”

Jamaah haji dari seluruh dunia dilayani oleh petugas

sebanyak 287.300 orang yang terdiri dari petugas

*Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus
dan Telaah Implementasi Knowledge Workers (Jakarta: Nizam Press, 2004),
him. 101.

> https://haji.kemenag.go.id/v3/content/arab-saudi-rilis-statistik-haji-
internasional-2018, di akses tanggal 5 September 2019.
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keamanan, pemerintah Saudi, sektor swasta dan petugas

dari masing-masing negara.

Perundang-undangan Republik Indonesia memberi
aturan mengenai kewajiban para calon jamaah haji untuk
membayarkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan
ibadah haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji yang berbunyi :

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan ibadah
Haji berkewajiban sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggaraan
ibadah haji kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
setempat.

b. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank
penerima setoran; dan

c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan
yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji.®

Dalam_ perkembangannya .Kementerian— Agama

Republik® " Indonesia ~ telah* 'mengkaji “ulang “dan

mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yaitu

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun

2013 tentang Bank Penerima  Setoran  Biaya

®Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji, Pasal 5.



Penyelenggaraa Ibadah Haji (BPSBPIH) dilarang
memberikan layanan dana talangan haji baik secara
langsung maupun tidak langsung.”

Ada  beberapa alasan  atau  pertimbangan
dihapuskannya pembiayaan haji, yakni terjadinya antrean
yang panjang untuk calon jamaah haji yang sesungguhnya
belum memenuhi syarat istita‘ah (mampu). Ketidak
mampuan  (al-‘adam  istita‘ah) dengan  dibuktikan
meminjam dana bank atau lembaga keuangan syariah
lainnya yang mereka lakukan untuk mendapatkan nomor
porsi haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
Republik Indonesia. /stita‘ah (mampu) merupakan syarat
wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Alasan selanjutnya
yang mengakibatkan pembiayaan haji ini dihapuskan yaitu
mengenai status hukum dana pembiayaan haji itu dianggap
bermasalah.

Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji tentang
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Menteri
Agama pasal 6A  tentang pelarangan.dana-talangan haji,
salah satunya dikaji melalui maqgasid as-Syari‘ah. Maqgasid
as-Syari‘ah._adalah /prinsip-prinsip. yang  menyediakan

jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum

"Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2016, Pasal 6A.



islam.® Magasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin
dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana
menuju kebaikan (fath az-zara’i®) atau menutup sarana
menuju keburukan (sadd az-zara’i‘).” Magqasid dimaknai
pula sebagai sekumpulan maksud 7lahiyyah dan konsep-
konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya,
keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan
hati, kemudahan dan kerjasama masyarakat. Maqgasid
mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan
ide-ide  terkini tentang hak-hak asasi manusia,

pembangunan dan keadaban.®

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun memiliki
pokok permasalahan dari skripsi ini, yakni bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap pelarangan dana talangan
haji berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun
2016 tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan
ibadah haji ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

®Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid as-
syari’ah (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), him. 31.

’Ibid., him. 32.
°/bid. him. 32.



bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dana talangan

haji berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun

2016.
Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan

memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1.

Secara teoritis

Pembahasan dari permasalahan-permasalahan diatas

diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada

pembaca mengenai perspektif hukum Islam tentang

pelarangan dana talangan haji berdasarkan putusan

Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 pasal 6A.

a.

. Secara praktis

Penelitian ini  diharapkan bisa memberikan
informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan serta
memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam
khusunya yang berkaitan dengan dana talangan haji.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait
dengan pembiayaan.dana talangan haji.

Bagi ‘pemerintah,” khususya ‘Kementerian Agama.
Penelitian ini-diharapkan bisa menjadi saran atau
kritik ~ untuk  lebih  memperjelas  ataupun
mempertegas peraturan mengenai pembiayaan dana

talangan haji.



D. Telaah Pustaka
Telah menjadi tradisi dalam dunia akademis, bahwa tidak
ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari
usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.
Penyusun juga merupakan salah satu mata rantai dari
karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya.

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun
mengamati dari beberapa penilitian sebelumnya yang
berhubungan dengan tema yang diangkat supaya
mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

Jurnal ilmiah karya Della Edwinar yang berjudul
“Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah
Haji”.** Jurnal ini menjelaskan bahwa dari beberapa kasus
talangan haji di bank, mereka menetapkan sistem gard
(talangan) dengan pelunasan sebesar pokok pinjaman.
Pembiayaan dana talangan haji yang dikeluarkan dan
diterapkan oleh bank-bank syariah memiliki multi
maslahah bagi banyak pihak yang ingin menunaikan ibadah
haji,~yang dimaksud. multi maslahah yaitu .mendatangkan
banyak manfaat‘dan kemaslahatan bagi umat Islam.’Dalam
kesimpulannya ia menjelaskan bahwa status dana talangan
haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak Bank
kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan

! Della Edwinar, “Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon
Jamaah Haji, ”Vol. 3:1 Januari 2015), him. 14.



untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam
satu transaksi.

Yang kedua jurnal ilmiah karya Silvi Novindri, yang
berjudul ”Analisis Fikih Terhadap Dana Talangan Haji
Pada Bank Syariah™?, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa
akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah a/-
gard wa Jfjarah. Dengan demikian maka dalam dana
talangan haji telah terjadi multi akad atau terdapat dua akad
dalam satu transaksi, mengenai status hukum multi akad,
ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum
asalnya. Dalam kesimpulannya ia menjelaskan bahwa
dalam produk dana talangan haji pada bank syariah
mengandung multi  akad. Mayoritas ulama fikih
membolehkan multi akad, berdasarkan hasil pembahasan
mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji
maka akad a/-gard pada pembiayaan dana talangan haji
tidak bertentangan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan
dalam pengembalian dana talangan haji _memang tidak
dikenal tambahan sedikitpun. Pengambilan-fee ujrah pada
pembiayaan dana talangan haji pada bank-syariah adalah
dengan melihat seberapa besar pinjaman al-gard. Dengan
demikian pengambilan fee ujrah pada dana talangan haji
bertentangan dengan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000 yang
berbunyi “besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh

12 Silvi Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji
Pada Bank Syariah” VVol.4:1 (Januari 2013), him. 51.
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didasarkan pada jumlah talangan al-qard yang diberikan
lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah”.
Berdasarkan hal tersebutmaka pengambilan fee ujrah
bertentangan dengan syariat Islam.

Yang ketiga skripsi karya Muhammad Bahtiyar Rifai
yang berjudul “Tinjauvan Hukum Islam terhadap Produk
Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang
Cikditiro Yogyakarta)”*®, di jelaskan bahwa produk
pembiayaan talangan haji BSM merupakan pinjaman dana
talangan haji dari bank kepada nasabah khusus untuk
menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat
haji pada saat pelunasan BPIH. Pembiayaan ini tidak murni
non profit karena selain menggunakan akad a/-gard juga
menggunakan akad zjarah. Dalam pencairannya tetap
memperhatikan aspek Istita‘ah dari nasabah, produk
talangan haji ini tidak bertentangan dengan hukum Islam
karena selain produk ini tetap memperhatikan istita‘ah
sebagai_salah_satu syarat wajib haji, kemaslahatan yang
ditimbulkannya juga benar-benar: bisa dirasakan: oleh
pihak-pihak yang" terkait “baik “oleh pihak bank juga
nasabah.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan
terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

B Muhammad Bahtiyar Rifai,” Tinjauan Hukum Islam terhadap

Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cikditiro
Yogyakarta)”, Skripsi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
(2010).



11

akan disusun oleh penyusun. Adapun persamaan dengan
penelitian terdahulu adalah objek yang dikaji sama, yaitu
tentang dana talangan haji, sedangkan perbedaannya
terletak pada teori yang akan dipakai untuk membedah
penelitian dan objek yang terangkum, penelitian diatas
membahas tentang dana talangan haji pada bank-bank
syariah menurut hukum islam, sedangkan penelitian saat ini
membahas tentang tinjauan hukum islam tentang
pelarangan dana talangan berdasarkan putusan Menteri

Agama dan dikaji menggunakan magasid as-Syari ‘ah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
magqasid as-Syari ‘ah. stilah magasid adalah bentuk jamak
dari kata bahasa arab magsad yang menunjukkan kepada
tujuan sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir.** Yusuf
Hamid al-‘Alim mendefinisikan - maqasid as-Syari‘ah
sebagai tujuan yang akan dicapal oleh penetapan syariat
dan' rahasia-rahasia’ yang diletakkan" oleh "Allah sebagai
pembuat syariah: yang ‘Maha Bijaksana 'dalam setiap
hukum.

Magqasid juga merupakan akhir yang baik, sebab

tujuan hukum adalah ingin mencapai makna tertentu

“Jasser Auda, Magasid Untuk Pemula, Alih bahasa Al Abd-
Emun’im, cet. ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2013), him. 6.

> Yusuf Hamd al-‘Alim, a/-Magasid al-‘Ammah Ii asy-Syarah al-
Islamiyyah, (Cairo: Dar al-Hadits,t.t), him. 83.
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dengan menghalangi atau memperbolehkan. Seperti contoh
magqasid dari penjagaan terhadap pikiran dan jiwa manusia,
dijelaskan dengan larangan Islam secara ketat dan total atas
konsumsi alkohol dan minuman keras.'® Jadi, magasid as-
Syari ‘ah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi
ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang
sederhana maqasid as-Syari‘ah adalah maksud dan tujuan
disyariatkannya hukum.*’
Dalam hal ini, penyusun mengerucutkan pada tiga
dari lima yang ada didalam Magqasid as-Syari’ah, yaitu :
1. Memelihara Jiwa (hifz an-nafs)
Memelihara jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum
Islam. Oleh sebab itu Islam wajib memelihara hak
manusia  untuk  hidup dan  mempertahankan
kehidupannya. Dalam rangka upaya pemeliharaan
terhadap Jiwa dengan latar belakang dan sudut pandang
yang sama, maka dalam hal ini mencakup tiga tingkatan,
yaity ;8
a+ (Memelihara pjiwa dengan rtingkatan .daruriyyat,

seperti “'memenuhi kebutuhan “pokok™ "berupa

'®Jaser Auda, Maqgashid asy-Syariah As Phlasophyy of Islamc Law; a
System Approach (USA: The Internatonal Insttute of Islamc Thought, 2008),
him. 1.

" Nurhayat dan Alilmran Sinaga, Figh dan Ushul Figh (Depok:
Prenadameda Group, 2017), him. 75.

8 Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fikih Konsep dan Pengembangan
Metodologl Hukum lIslam (Yogyakarta: Pustaka limu, 2013), him. 91.
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makanan untuk mempertahankan hidup. Sebab

apabila kebutuhan pokok tersebut tidak diperhatikan

akan berimbas pada kebinasaan.

b. Memelihara jiwa dalam tingkatan Aajiyyat, dalam
rangka memelihara jiwa pemeluknya, seperti contoh
diperbolehkannya berburu binatang, menikmati
makanan dan minuman yang sehat. Ketentuan ini
apabila tidak memperhatikan hal tersebut makan
akan mendapat kesulitan dalam menjalani hidup.

c. Memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyyat,
seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.
Batasan-batasan yang ada didalam etika makan dan
meminum-minuman itu berhubungan dengan etika
kesopanan, yang apabila diabaikan tidak berakibat
terhadap kesulitan atau kesukaran terhadap jiwa
seseorang.

Dari paparan diatas, berarti memelihara jiwa (Aifz
an-nafs) adalah terciptanya pemeliharaan jiwa yang adil,
yakni dalam penelitian ini jmerupakan- tujuan untuk
terciptanya kemaslahatan.

Memelihara Harta (hifz al-mal)

Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat

dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :

a. Memelihara harta dalam peringkat daruiryyat,
seperti syarat tentang cara pemilikan harta dan

larangan mengambil harta orang lain dengan cara
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yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka

berakibat terancamnya eksistensi harta.

b. Memelihara harta dalam tingkatan peringkat

hajiyyat, seperti syarat tentang jual beli dengan cara
salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak
akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan

mempersulit orang yang akan memerlukan modal.

c. Memelihara dalam peringkat tahsinyyat, seperti

ketentuan tentang menghindarkan diri  dari
pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya
dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini
juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli
itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan
syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.™
Dari paparan magasid bagian memelihara harta
diatas, hubungan dengan penelitian ini adalah agar
terciptanya kemaslahatan terutama dalam masalah harta,
calon jamaah haji cukup menyetorkan uang pada bank
penerima. setoran. perbulannya untuk melunasi biaya

ibadah haji sesuai'dengan ketentuan dari bank tersebut.

Memelihara Agama (4ifz Ad-din)
Hifz ad-din secara bahasa adalah menjaga atau
mempertahankan agama, artinya Islam  sangat

menjunjung tinggi terhadap nilai keutuhan umat dengan

YFathurrahman Djamil, Flsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos

Wacana | Imu, 1997), him. 127-131.
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menumbuhkan rasa nasionalisme tinggi terhadap agama
dan bangsa, sehingga hal-hal yang dapat mempengaruhi
terhadap  keutuhan Islam  sangat diperhatikan.
Pemeliharaan terhadap agama juga dapat dilakukan
dengan ibadah-ibadah wajib, sebagaimana juga iman,
syahadat, shalat, puasa dan lain-lain. Tujuannya adalah
untuk menjaga agama. Rincian lebih jelasnya adalah
sebagai berikut :

a. Memelihara agama dalam tingkat daruriyyat yaitu
memelihara dan  melaksanakan  kewajiban
keagamaan yang masuk dalam peringkat primer,
seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau
sholat itu diabaikan , maka akan terancamlah
eksistensi agama.

b. Memelihara agama dalam tingkat Aajiyyat yaitu
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud
menghindari kesulitan, seperti sholat jam ‘ dan gasr
bagi _orang = yang sedang bepergian. Kalau
ketentuan ini -tidak- dilaksanakan maka tidak
mengancam ‘eksistensi- agama, melainkan hanya
kita mempersulit bagi-orang yang melakukannya.

c. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyyat
yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung

martabat  manusia,  sekaligus  melengkapi
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pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya
membersihkan badan, pakaian dan tempat.*

Dari paparan magqasid bagian memelihara agama
(hifz ad-din), hubungannya dengan penelitian ini adalah
setiap umat muslim yang telah mampu untuk
melaksanakan ibadah haji maka la berkewajiban
melaksanakan ibadah haji tersebut, agar terciptanya

rukun Islam yang menyeluruh.

F. Metode Penelitian

Dalam melakuan penelitian diperlukan suatu metode yang

digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan

permasalahan yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini

penyusun menggunakan metode penelitian:

1.

Jenis penelitian

Jenis  penelitian ini adalah kepustakaan (library
research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan
menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan
obyek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang
jelas sehingga akan.membantu dalam kajian.ini.

Sifat penelitian

Berdasarkan pemaparan penysusun, penelitian ini
bersifat  deskriptif  analisis, yakni,  penyusun

mendeskripsian terlebih  dahulu mengenai haji,

20

Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana

1Imu,1997), him. 128.
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kemudian menganilis Peraturan Menteri Agama

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran

Biaya Penyelenggaraan Ibadah  haji  dengan

menggunakan magqasid as-Syari ‘ah.

Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan normatif, vyaitu untuk melihat

hukum islam tentang dana talangan haji.

. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library

research), maka penelitian ini didasarkan atas studi

kepustakaan. Sumber dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a) Data Primer, yaitu PMA No 24 Tahun 2016 dan
dokumen-dokumen yang penting.

b) Data Sekunder, yaitu penyelenggaraan ibadah haji

c) Data Tersier, vaitu situs internet yang dapat
dipertanggungjawabkan yang mana berkaitan

dengan topik,dalam skripsi-ini.

~ Analisis data

Dalam penelitian-ini, analisis yang dilakuan mengacu
pada hukum Islam, seluruh penelitian yang berhasil
dikumpulkan, kemudian digali dan dianalisis dengan
menggunakan sudut pandang yang sudah ditentukan.

Analisis ini dilakukan untuk memberikan penilaian
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G.

terhadap fakta atau peristiwva hukum dari hasil

penelitian.

Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan agar dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan
hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika
penyusunan sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan : menjelaskan gambaran umum
penelitian yang terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub
pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab Il Landasan Teori: Berisi tentang teori yang
digunakan peneliti untuk menjadi tombak analisis terhadap
permasalahan dalam penelitian ini. Uraian tersebut meliputi
teori Magqasid as-syari’ah Jasser Auda.

Bab H1'Gambaran Umum-: ' Berisi-gambaran objek
yang akan  diteliti, baik profil- maupun /data-data-yang
berkaitan dengan penelitian ini.”Dalam/hal ini gambaran
umum tentang haji, pembiayaan dana talangan haji yang di
atur oleh Undang-undang dan keputusan Menteri Agama
tentang Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan
ibadah haji.
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Bab IV Analisis : Berisi tentang analisis dari
penyusun terhadap data yang sudah diperoleh dengan teori-
teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yaitu mengenail
pasal 6A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2016
tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Alasan tentang pelarangan dana talangan
haji.

Bab V Penutup : Berisi tentang kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab
yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan
pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang
dapat penyusun sampaikan terkait permasalahan yang
terkait topik penulisan ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Kementerian Agama melarang adanya dana
talangan haji karena terjadinya antrean yang panjang
untuk calon jamaah haji yang sesungguhnya belum
memenuhi syarat istita‘ah (mampu). Ketidak mampuan
(‘adam istita‘ah) dengan dibuktikan meminjam dana
bank atau lembaga keuangan syariah lainnya yang
mereka lakukan untuk mendapatkan nomor porsi haji
yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik
Indonesia.

2. Dana talangan haji  sebenarnya  meringankan
masyarakat, bukan memberatkan, karena dengan
adanya program dana talangan haji yang dikeluarkan
oleh bank syariah sangat bermanfaat baik untuk
nasabah sendiri maupun untuk pemerintah. Dana yang
terkumpul: salah isatunya rakan rmembantu usaha kecil
menengah (UKM) maupun infrastruktur.

3. ,Pandangan yang mengatakan dana talangan haji akan
memperpanjang daftar tunggu haji, sebenarnya bukan
masalah dan bukan merupakan alasan yang kuat untuk
melarang atau menghentikan dana talangan haji. Jika
dirata-ratakan seluruh daerah di Indonesia, daftar

tunggu jamaah haji Indonesia sekitar 10 tahun, maka

77
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dari itu, pelarangan dana talangan haji yang di atur oleh

Kementerian Agama perlu di kaji kembali.

B. Saran-saran

Menurut penulis, dana talangan haji di Indonesia
sebenarnya sangat bermanfaat bagi pelaksanaan ibadah haji
di Indonesia, dengan alasan antrean menjadi panjang dan
kemampuan ibadah haji belum terpenuhi karena dengan
adanya bukti memakai dana talangan haji yang dikeluarkan
oleh bank syariah adalah alasan Kementerian Agama
melarang dana talangan haji, menurut penulis kurang tepat,
karena sebetulnya dana talangan haji meringankan calon
jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji, bukan
mempersulit, perlu di pertimbangkan kembali dengan

pelarangan dana talangan haji tersebut.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN
ISTILAH-ISTILAH

Hal.

Nomor
Footnote

Ayat al-
Quran dan
Hadits

Terjemahan Ayat

BAB |

QS. Al-haj
(22): 27

Dan berserulah kepada
manusia untuk mengerjakan
haji, niscaya mereka akan
datang  kepadamu  dengan
berjalan kaki, dan mengendarai
unta yang kurus yang datang
dari segenap penjuru yang
jauh.

BAB IlI

48

12

QS. Ali-
Imran (3): 97

Padanya terdapat tanda-tanda
yang nyata,  (diantaranya)
magam lbrahim; barang siapa
memasukinya (Baitullah itu)
menjadi amanlah dia;
mengerjakan ~ haji  adalah
kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang
sanggup mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barang
siapa mengingkari ‘(kewajiban
haji), ‘maka sesungguhnya
Allah ~Maha Kaya (tidak
memerlukan  sesuatu)  dari
semesta alam.

48

13

Lihat Footnote 3 him.2 BAB |




49

14

Q.S. (2) Al-
Bagarah : 196

Dan sempurnakanlah ibadah
haji dan umrah karena Allah.
Jika kamu terkepung (terhalang
oleh musuh atau karena sakit),
maka (sembelihlah) korban
yang mudah didapat, dan
jangan kamu mencukur
kepalamu, sebelum korban
sampai di tempat
penyembelihannya. Jika ada
diantaramu yang sakit atau ada
gangguan di kepalanya (lalu ia
bercukur), maka wajiblah
atasnya  berfidyah, vyaitu:
berpuasa atau bersedekah atau
berkorban. Apabila kamu telah
(merasa) aman, maka bagi
siapa yang ingin mengerjakan
umrah sebelum haji (di dalam
bulan  haji), (wajiblah ia
menyembelih)  korban yang
mudah didapat. Tetapi jika ia
tidak menemukan  (binatang
korban atau tidak mampu),
maka wajib berpusa tiga hari
dalam masa haji dan tujuh hari
(lagi); 1 apabila;» kamu telah
pulang kembali. ltulah-sepuluh
(hari) yang sempurna.
Demikian_  itu __ (kewajiban
membayar fidyah) bagi. orang-
orang yang keluarganya tidak
berada (di sekitar) Masjidil
Haram (orang-orang yang
bukan penduduk kota Makah).
Dan bertakwalah kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah
sangat keras siksaan-Nya.




49 15 Hadis Islam dibangun atas lima
diriwayatkan | perkara; bersaksi bahwa tiada
oleh  Imam | Tuhan selain Allah dan
Bukhar dan | bersaksi bahwa Muhammad
Muskim dari | adalah utusan Allah,
Abu mendirikan salat, menunaikan
Huraiarah zakat, puasa di bulan Ramadan

dan  melakukan haji ke
Baitullah bagi orang yang
mampu melakukan perjalanan
ke sana
BAB IV
66 | 3 Lihat Footnote 12 him.46 BAB Il




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG BANK PENERIMA
SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan

persyaratan Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu merubah
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun
2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30
Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat : <1, Undang-Undang Nomor:13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan, - Ibadah -~ Haji (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
60, Tambahan , Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4845) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8);

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015
tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia . Tahun 2010  Nomor  592)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun
2012 tentang <Penyelenggaraan . Ibadah Haji
Reguler (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 899) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
534);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 899); 8. Peraturan Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG BANK PENERIMA SETORAN
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30
Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 615) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3)
diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagar berikut:

Pasal 2
(1) Menteri menetapkan BPS BPIH.

(2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. berbadan hukum Perseroan Terbatas;

b. berbentuk bank syariah atau bank umum nasional
yang memiliki layanan syariah;

c. memiliki layanan bersifat nasional,

VI



d. memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk
berintegrasi  dengan  sistem  layanan  haji
Kementerian Agama;

e. memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia atau - Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan lainnya;

f. menunjukan keterangan menjadi anggota Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan
melaksanakan program penjaminan LPS atas dana
setoran awal; dan

g. dihapus.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik
secara langsung maupun tidak langsung.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH
sebelum | berlakunya  Peraturan:Menteri ini, harus
diselesaikan.olenh BPS BPIH dengan.jemaah haji.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak
tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang belum
diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), nomor porsi jemaah haji masih tetap aktif.

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai bcriaku pada tanggal diundangkan.

\l



Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

VIl



LAMPIRAN 111

CURRICULUM VITAE
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